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WALI KOTA MAKASSAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
  

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 

NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAKASSAR, 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah 

wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 

memperoleh persetujuan bersama; 
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke 

dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan 
prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati 
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 

September 2021; 
c. bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana dimaksud  

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kota Makassar tentang  Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 

Anggaran 2021. 
 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6485);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ 
atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6485);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti 
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan  Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas 
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 87,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 
6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);   
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
9.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan  Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575);   
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Ke pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 6041);  
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia nomor 6224); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor  80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157);  

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);  
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban  

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penghitungan,  Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran, dan  Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020  Nomor 1777); 

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020  

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);  
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2011 Nomor 12);  

27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha Lembaran Daerah Kota 

Makassar Tahun 2011 Nomor 13);  
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota 

Makassar Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar 

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 1);  

29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 

Nomor 8);  
30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018  

Nomor 2). 
 

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR 
dan 

WALIKOTA MAKASSAR 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
1.  Daerah adalah Kota Makassar. 

2.  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh  
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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3.  Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

4.  Walikota adalah Walikota Makassar. 
5.  Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam  

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 
6.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. 

7. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kota Makassar. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat.  
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.  
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik 
maupun  nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 

13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber 

dari  pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil 
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan  kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

bersumber  dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan  untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  
16. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan.  
17. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.  

18. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  

19. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan 
perundangundangan,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.  

20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh  
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
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21. Pendapatan Hibah adalah penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah 
negara  asing, badan / lembaga asing, badan/ lembaga internasional, 

Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam 
bentuk devisa, rupiah  maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli 

dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.  
22. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau 

krisis  solvabilitas. 
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau dokumen lain yang 

dipersamakan.  
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun  

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala 
daerah. 

25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah 
dokumen  perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah  program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah.  
27. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali.  

28. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 
Januari sampai dengan 31 Desember 2021. 

 

 
Pasal 2 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar 
Rp. 4.227.834.375.000,00 berkurang sebesar Rp. 57.669.342.648,39 sehingga 

menjadi Rp.  4.170.165.032.351,61 dengan rincian sebagai berikut:  
1. pendapatan daerah  

 a. semula  Rp. 3.924.511.169.000,00 
 b. bertambah/ (berkurang)  Rp.  (347.274.407.696,18)  
 jumlah pendapatan daerah 

 setelah perubahan  Rp.  3.577.236.761.303,82  

2. belanja Daerah 
 a. semula Rp.  4.222.834.375.000,00  

 b. bertambah/(berkurang) Rp.     (57.669.342.648,39) 
 jumlah belanja daerah 

 setelah perubahan Rp.  4.165.165.032.351,61  
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3. pembiayaan daerah 
 a. penerimaan pembiayaan  

  1) semula Rp.   303.323.206.000,00 
  2) bertambah/(berkurang)  Rp.   289.605.065.047,79  

  jumlah penerimaan pembiayaan 
  setelah perubahan Rp.   592.928.271.047,79  

b. pengeluaran pembiayaan 

  1) semula  Rp.       5.000.000.000,00  
  2) bertambah/(berkurang)  Rp                                 0 
  jumlah pengeluaran pembiayaan  

  setelah perubahan  Rp.       5.000.000.000,00 
  jumlah pembiayaan neto  

  setelah perubahan Rp.    587.928.271.047,79 
sisa lebih pembiayaan anggaran  
setelah perubahan  Rp.                                 0 

 

Pasal 3 

 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana  dari: 

a. pendapatan asli daerah  

 1) semula Rp. 1.686.388.513.000,00 
 2) bertambah/ (berkurang) Rp.  (360.013.501.696,18) 
 jumlah pendapatan asli daerah  

 setelah perubahan Rp. 1.326.375.011.303,82 
b. pendapatan transfer  
 1) semula Rp. 2.055.717.256.000,00 

 2) bertambah/(berkurang)  Rp.      23.544.022.000,00 
 jumlah pendapatan transfer 

 setelah perubahan  Rp. 2.079.261.278.000,00 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
 1) semula  Rp.    182.405.400.000,00 

 2) bertambah/(berkurang) Rp.    (10.804.928.000,00) 
 jumlah lain-lain 

 pendapatan daerah yang 
 sah setelah perubahan  Rp.    171.600.472.000,00 
 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

bersumber dari:  

a. pajak daerah; 

  1) semula Rp. 1.298.039.000.000,00 

  2) bertambah/ (berkurang) Rp.  (298.014.000.000,00) 
  jumlah pajak daerah 

  setelah perubahan Rp. 1.000.025.000.000,00 
 b. retribusi daerah; 
  1) semula Rp.    171.202.840.000,00 

  2) bertambah/(berkurang)  Rp.    (79.408.350.000,00) 
  jumlah retribusi daerah 
  setelah perubahan  Rp.      91.794.490.000,00 
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 c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 
  1) semula  Rp.        88.098.282.000,00 

  2) bertambah/(berkurang) Rp.      (5.351.628.000,001) 
  jumlah hasil pengelolaan kekayaan 

  daerah setelah perubahan  Rp.        82.746.654.000,00 
 d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;  
  1) semula  Rp.      129.048.391.000,00 

  2) bertambah/(berkurang) Rp.        22.760.476.303,82 
  jumlah lain-lain pendapatan asli 
  daerah yang sah setelah perubahan  Rp.      151.808.867.303,82 

 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 

bersumber dari:  

a. transfer pemerintah pusat; 

   1) semula Rp. 1.699.261.256.000,00 
   2) bertambah/ (berkurang) Rp.      23.394.022.000,00 

   jumlah  transfer pemerintah pusat 
   setelah perubahan Rp. 1.722.655.278.000,00 
 b. transfer antar daerah 

   1) semula Rp.    356.456.000.000,00 
   2) bertambah/(berkurang)  Rp.           150.000.000,00 

   jumlah retribusi daerah 
   setelah perubahan  Rp.    356.606.000.000,00 
 

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf c, bersumber dari:  

a. pendapatan hibah; 

   1) semula Rp.     36.000.000.000,00 

   2) bertambah/ (berkurang) Rp.    (36.000.000.000,00) 
   jumlah  hibah setelah perubahan Rp.                                 0 

 b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

   1) semula Rp.   146.405.400.000,00 

   2) bertambah/(berkurang)  Rp.     25.195.072.000,00 
   jumlah lain-lain pendapatan sesuai 
   dengan ketentuan peraturan perundang- 

   undangan setelah perubahan  Rp.   171.600.472.000,00 
 

 

Pasal 5 
 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 
a. belanja operasional; 

 1) semula Rp. 3.291.203.781.919,00 
 2) bertambah/ (berkurang) Rp.    (44.843.955.513,51) 
 jumlah  belanja operasional 

 setelah perubahan Rp. 3.246.359.826.405,49 
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b. belanja modal 
 1) semula Rp.   881.630.593.081,00 

 2) bertambah/(berkurang)  Rp. (213.355.656.821,00) 
 jumlah belanja modal setelah perubahan  Rp.   668.274.936.260,00 

c. belanja tidak terduga 
 1) semula Rp.     50.000.000.000,00 
 2) bertambah/(berkurang)  Rp.   200.530.269.686,12 

 jumlah belanja tidak terduga 
 setelah perubahan  Rp.     200.530.269.686,12 

Pasal 6 

 
(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri 

atas: 
 a. belanja pegawai; 
  1) semula Rp. 1.484.435.025.578,00 

  2) bertambah/ (berkurang) Rp.  (152.494.308.221,17) 
  jumlah  belanja pegawai 

  setelah perubahan Rp. 1.331.940.717.356,83 
 b. belanja barang dan jasa 
  1) semula Rp. 1.695.544.031.917,00 

  2) bertambah/(berkurang)  Rp.      65.580.752.054,66 
  jumlah belanja barang dan jasa 
  setelah perubahan  Rp.  1.761.124.783.971,66 

 c. belanja hibah 
  1) semula Rp.     110.464.305.324,00 

  2) bertambah/(berkurang)  Rp.       42.060.019.753,00 
  jumlah belanja hibah 
  setelah perubahan  Rp.       152.524.325.077,00 

 d. belanja bantuan sosial 
  1) semula Rp.            760.419.100,00 
  2) bertambah/(berkurang)  Rp.                9.580.900,00 

  jumlah belanja bantuan sosial 
  setelah perubahan  Rp.              770.000.000,00 

 
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: 
 a. belanja modal tanah; 

  1) semula Rp.    45.038.479.862,00 
  2) bertambah/ (berkurang) Rp.  (23.730.719.862,00) 

  jumlah  belanja modal tanah 
  setelah perubahan Rp.    21.307.760.000,00 
 b. belanja modal peralatan dan mesin 

  1) semula Rp.  117.490.223.272,00 
  2) bertambah/(berkurang)  Rp.    44.395.194.027,00 
  jumlah belanja modal peralatan dan mesin 

  setelah perubahan  Rp.   161.885.417.299,00 
 c. belanja modal gedung dan bangunan 

  1) semula Rp.   139.629.954.186,00 
  2) bertambah/(berkurang)  Rp.   (15.651.756.368,00) 
  jumlah belanja modal gedung dan 

  bangunan setelah perubahan  Rp.    123.978.197.818,00 
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d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 
  1) semula Rp.   553.081.815.761,00 

  2) bertambah/(berkurang)  Rp. (223.384.770.835,00) 
  jumlah belanja modal jalan, jaringan,  

  dan irigasi setelah perubahan  Rp.   329.697.044.926,00 
 e. belanja modal aset tetap lainnya 
  1) semula Rp.     26.390.120.000,00 

  2) bertambah/(berkurang)  Rp.       5.016.396.217,00 
  jumlah belanja modal aset tetap lainnya 
  setelah perubahan  Rp.      31.406.516.217,00 

 
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, 

terdiri atas: 
 a. semula Rp.    50.000.000.000,00 
 b. bertambah/ (berkurang) Rp.  200.530.269.686,12 

  jumlah  belanja tidak terduga 
  setelah perubahan Rp    250.530.269.686,12 

 
Pasal 7 

 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri 
atas: 
a. penerimaan pembiayaan; 

 1) semula Rp. 303.323.206.000,00 
 2) bertambah/ (berkurang) Rp.  289.605.065.047,79 

 jumlah  penerimaan pembiayaan 
 setelah perubahan Rp.  592.928.271.047,79 
b. pengeluaran pembiayaan 

 1) semula Rp.     5.000.000.000,00 
 2) bertambah/(berkurang)  Rp.                              0 
 jumlah pengeluaran pembiayaan 

 setelah perubahan  Rp.     5.000.000.000,00 
 

 
Pasal 8 

 

(1)  Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, 
terdiri atas: 

 sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya   
 1) semula Rp.  303.323.206.000,00 
  2) bertambah/ (berkurang) Rp.  289.605.065.047,79 

  jumlah  sisa lebih perhitungan  
  anggaran tahun sebelumnya  
  setelah perubahan Rp.     2.928.271.047,79 

 
(2)  Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, 

terdiri atas: 
  penyertaan modal daerah   
 1) semula Rp.     5.000.000.000,00 

  2) bertambah/ (berkurang) Rp.                              0 
  jumlah  penyertaan modal daerah 

  setelah perubahan Rp.     5.000.000.000,00 
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Pasal 9 

 (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan (3) 
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 
2021.  

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a.  bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar  
biasa; 

b.  pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau  
c.  kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik.  
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang  
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b.  belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan  

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundangundangan; dan/  atau 

d.  pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. 
 

Pasal 10 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana  

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: 

1. Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut  Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 
3. Lampiran III  Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta 

Keluaran;  
5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah 

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara;  

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan 
SPM;  
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Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kota Makassar 

 

 

Muh. Izhar Kurniawan 

 

DANIATI 

 

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 
Rancangan  Perubahan APBD; 

8. Lampiran VIII  Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 
pada  Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan 

Rancangan Perubahan APBD;  
9. Lampiran IX  Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan 

Per Jabatan;  

10.Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan 

  

11. Lampiran XI  Daftar Pinjaman Daerah. 
 

Pasal 11  

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar. 

                              Ditetapkan di Makassar 

                pada tanggal 26 Oktober  2021 

                WALIKOTA MAKASSAR, 

TTD 

                MOH. RAMDHAN POMANTO 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 26 Oktober 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR 

TTD 

M. ANSAR 

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 6 

 

 

 

 

 

 


